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DI AKSA AGUNG R;PUBL'IK INDONESTIA
, NOMOR s KEP=036/D+4/5/1972,
Tentang: -
PENJAMPINGAN PERKARA -
DJAKSA AGUNG REPUBLIK__INDONESIA 3 ‘
MEMBATJIA 3 Surat-surat pemerikssan pendashulusn dalam perkarse

MENIMBANG

MENIMBANG PULA

MENGINGAT E

MENETAPKAN

$ Menjempingkan perkars tersangkd M. JOESOEF JAHJA bor—

pidana terhadepy tersangka g
S=mrmmzoonamms My JOESQER JAHSA =scwooommcme——oee

pekerd jaan Muda Darme Djaksa Nrp. 253710 pada :
Kedjaksaan Negeri Lubuk Sikeping, jang dituduh ber-
salah melakuken tindak pidana tersebut dalam pasal—-
425 junecto 423 KU.HoPs 3

¢ Bahwa deri suratesurat pemeriksaan pendshuluan tsb.

ferdapat tjukup alasen untuk menuntut tersangkas ke~
muke sideng Pengadilan Negerd ;

¢ Bahwa tindak pidana Jjang dilakukan oleh tersangka

mengingat sifainja berdasarkan glasan-glasan ke =
pentingan wnum, tidak perlu diadakan penuntutan di-
muke sideng Pengadilan Negeri dan oleh kerena itu -
tidek ada keberaten dalam hel ini untuk menjamping-
kan perkara itu ; - -

¢ I. Ketentuan-ketentuan Hukum Atjara Pidans jang ber—

sangkutan §
2, Pasal 8 Undeng=-undeng Pokok Kedjeksaan No +15/1961 ;
M E M U T°U S K A Nt

desarken kepentingan umum

Dikeluarken d% ¢ DJAKARTA.

TINDASAN, kepade :

1. Sdr. DAM-BIN, sebagai bzhan
untuk pelaksenean pemberhen=—
tian dengan hormat sebagai
D,jalcsa.

2, Sdr. KEPALA KEDJAKSAAN TINGGT
SUM~BAR, di Padeng.

3. Sdr. KEPALA KEDJAKSAAN NEGERI
- LUBUK SIKAPING.
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24 Xei 1972.
1200 WiB,

Pada tanggel
Pada d&;jam _
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